
• 

BUPATI LUWU TIMUR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PER1\TUAAN BUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 56 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, 
PENANOATANGANAN PERfZtN:AN DAN NON PERfZtNAN 

DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 
Tahun 2016 teotaog Aksi Pencegabao dan. 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, dalam 
strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan 
kebijakan perizinan dan penanaman modal pada aksi 
kedua yakni pelimpahan seluruh kewenangan 
penerbitan izin dan non izin di daerah serta 
pengintegrasian Iayanan perizinan di pelayanan 
terpadu satu pintu; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 l-6 Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah, penyeTenggaraan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan 
berdasarkan _pelimpahan wewenang dari Bu_pati 
kepada satuan kerja penyelenggara sistem pelayanan 
terpadu satu pintu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 
meneta_pkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non 
Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeienggm aan Negara yarrg Be1 sih dan Bebas dari 
korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); � 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentakan Kabapaten Kabapaten Ltrwtr 'fimur 
dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 27, Tambahan . Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4270); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara RepnbJik Indonesia Tahun 200.8 Nomor 93.,. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahan 2609 No11101 l i2, Tambaharr 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

-S. Undang-Undang Nomor Z8 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoaesia Tamm 2014 Nomor 244, Tameaha-n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Urrdang-Undang N011101 -9 Tahan 2615 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679.).;_ 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Peroerintabao (Lerobarao Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 560lt; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Peny asrman dan Penerapan S tandm 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang 
Pedornan Pemberian Tnsentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4681); "!J 
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34. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang 
diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri 

yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku 

dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 
barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 
termasuk jasa industri. 

35. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TOI adalah izin yang 
wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan 

kegiatan usaha industri/ pengolahan barang dalam kategori industri 

kecil. 

36. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TOG adalah bukti 

pendaftaran gudang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
pemilik gudang. 

37. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK 

adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk 

menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi di daerah. 
38. Izin Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat IRPH adalah izin 

yang diberikan kepada perorangan/badan hukum yang ingin mendirikan 
rumah potong hewan. 

39. Izin Usaha Petemakan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/ 

badan usaha yang akan memulai usaha di bidang petemakan yang telah 

siap melakukan produksi, termasuk untuk memasukkan temak dan 

pembibitan temak. 

40. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang 

selanjutnya disebut IULPTKS adalah izin yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada lembaga swasta berbadan hukum yang akan 

menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja. 

41. Izin Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat ILPK adalah izin 

yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga swasta berbadan 

hukum yang akan menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja. 

42. Perpanjangan IMTA adalah Perpanjangan surat izin mempekerjakan 

tenaga kerja asing bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang bekerja 

dalam satu daerah. 
43. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 

kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 'P 
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53. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW 

adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi 
waralaba dan atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran 

perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan atau penerima waralaba 

lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran 

yang ditentukan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

54. Izin Usaha Perikanan pembudidayaan ikan adalah izin tertulis yang 
harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan meliputi 

kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan 

serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau 

mengawetkannya. dengan menggunakan sarana produksi yang 

tercantum dalam izin tersebut. 

55. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten adalah izin 

yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi yang menjalankan usaha 

mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang 

kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian, 

pendidikan dan bidang kebudayaan. 

56. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada 

perorangan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan reklame 

dan sejenisnya dalam wilayah kabupaten. 

57. Izin Penelitian adalah adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah bagi perorangan atau lembaga yang akan melakukan penelitian 

dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini merupakan untuk 

memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola 

Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal. 9' 
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(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini merupakan untuk 

meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan terkait 

usaha dan Penanaman Modal guna mewujudkan hak masyarakat dalam 

menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan transparan. 

BAB III 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 3 

( 1) Peraturan Bupati ini mendelegasikan seluruh kewenangan 
penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terutama terkait kegiatan 
berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPI'SP, kecuali jenis 
Perizinan dan Non Perizinan yang penyelenggaraannya diatur secara 
khusus melalui undang-undang. 

• (2) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan penanaman modal yang 

dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perizinan dengan 

Perangkat Daerah terkait; 
b. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan; 

c. penandatanganan SKRD dan dokumen penagihan retribusi daerah 

atau dokumen lain yang dipersamakan; 

d. prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi 

Perizinan; 

e. penerbitan surat pencabutan Perizinan berdasarkan rekomendasi 

Tim Teknis; 

f. pelayanan pengaduan terkait pelayanan Perizinan; 

g. penyederhanaan prosedur Perizinan; dan 

h. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, khusus untuk 

kewenangan di bidang penanaman modal. 

(3) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) meliputi : 

a. Izin Penanaman Modal; 
b. Izin Lingk:ungan; 

c. Izin PPLH; 

d. Izin Lokasi; 

e. IMB; 
f. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan 

Perumahan; <J> 
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g. SKBG; 

h. SLFB; 

i. SIUP; 

j. TDP; 

k. TDUP; 

1. IUI; 

m. TDI; 

n. TDG; 

0. SIUJK; 

p. IRPH; 

q. Izin U saha Peternakan; 

r. IULPTKS; 
s. ILPK; 

t. Perpanjangan IMTA; 

u. Pencatatan Perjanjian 

Waktu Tidak Tertentu; 

Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja 

• 

v. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan; 

w. Izin Tenaga Kesehatan; 
x. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga; 

y. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh 

Masyarakat; 

z. Izin Trayek; 

aa. Izin U saha Transportasi; 

bb. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam; 
cc. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha 

Toko Swalayan; 

dd. STPW; 

ee. Izin Usaha Perikanan pembudidayaan ikan; 

ff. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten; 
gg. Izin Reklame; dan 

hh. Izin Penelitian. 

(4) Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, meliputi : 

a. 

b. 

c. 

Pendaftaran Penanaman Modal; 

Izin U saha; dan 

Izin Kantor Perwakilan. 9> 
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BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 4 

(1) Pembinaaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang 

dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. koordinasi secara berkala; 

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; 

c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan 

d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. 

(3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Perizinan, 

berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis 

dan pengawasan atas Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat 

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP. 

Pasal 5 

(1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

dapat dibentuk tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perizinan 

dan Non Perizinan . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini 

tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perizinan 
dan Non Perizinan, Standar Operational Prosedur dan Standar Pelayanan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '/) 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang 

mengatur tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, 

kecuali terkait Izin Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur.� 

- i1PEL PARAF KOORDl"1�-, 
·- -' PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

KABUPATEN LUWU TIMUR 

. i:. LAH DIPERIKSA PA�AF 
- KDA ,... 

,. -· ..... - . ___ 

I .,:::,!STEN 
- 

' . "-ADIS I 1J 
KABIO " - 
KASUBAG I KASI � 

Diundangkan di Malili 
pada tanggal 27 Desember 2017 

Ditetapkan di Malili 
pada tanggal 27 Desember 2017 

BUPATI LUWU TIMUR, 

M 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

BAHRI SUL! 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 
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